
 (
Contoh Surat Gugatan
)
Jambi, (tanggal pembuatan gugatan)

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
di Jambi

Perihal	: Gugatan

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini;
Nama			: …………………………………………………………………..
Kewarganegaraan	: …………………………………………………………………..
Tempat Tinggal	: …………………………………………………………………..
Pekerjaan		: …………………………………………………………………..
Domisili Elektronik	: …………………………………………………………………..

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Nama Kuasa
2. Nama Kuasa
3. dst 
Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor ........ beralamat di ........, domisili elektronik ........, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ........ tanggal ........;
Selanjutnya disebut Penggugat;

Dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan terhadap:
(Nama Jabatan), berkedudukan di ........ 
Selanjutnya disebut Tergugat;

I. OBJEK SENGKETA
Surat Keputusan Nomor ........ tentang ........ tanggal ........;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Penjabaran mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara
· Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986
· Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986
· Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009
· Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009
· Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986

III. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN
Penjabaran pengajuan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan
· Pasal 75-78 UU Nomor 30 Tahun 2014
· PERMA Nomor 6 Tahun 2018
· Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986

IV. KEPENTINGAN (LEGAL STANDING)
Penjabaran mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa
Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN
A. DASAR GUGATAN
Memuat kronologi yang mendasari adanya gugatan sampai terbitnya objek sengketa
B. ALASAN GUGATAN
Memuat mengenai dalil peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat
Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004

VI. PENUNDAAN (jika ada)
Memuat permohonan dan alasan penundaan pelaksanaan objek sengketa
Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986
Pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 2014

VII. PETITUM
Dalam Penundaan (jika ada)
1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan (objek sengketa).
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan (objek sengketa) selama pemeriksaan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah (objek sengketa).
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut (objek sengketa).
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat seperti semula sebagai ........ atau jabatan lain yang setara (jika ada).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;


Hormat Kami,
Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat



………………………………..


